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BUPATI TAKALAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 59 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6757); 

4. Undang-Undang   Nomor 2   Tahun 2020    tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) dan/atau 
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Takalar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Takalar, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 

2022 Nomor 11); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah 
Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 59). 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimalsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.  

3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan 
nama lain adalah peraturan daerah Kabupaten Takalar. 

4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan 
Bupati Takalar.  
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib 
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

12. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 
pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum 
daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, 
koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian 
pokok pinjaman. 

13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan Daerah. 

15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua 
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran 
dalam bentuk barang/jasa. 

16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan 
untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 
melalui kontrak tahun jamak. 

 
Pasal 2 

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah. 

(2) Uraian penjabaran APBD, terdiri dari:  
 

a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
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c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 
 

e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus 

f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 
Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintah Kabupaten dan Daftar Nama Calon Penerima, 
Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat 
Khusus Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan 
Keuangan 

g. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

j. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota pada Daerah Perbatasan Dalam  Peraturan Daerah 
tentang APBD dan  Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara. 

(3) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal 3 

1) Anggaran  pendapatan  daerah  Tahun  Anggaran  2023 diproyeksikan 
sebesar Rp1.171.403.634.318,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Satu 
Milyar Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga 
Ratus Delapan Belas Rupiah) yang bersumber dari:  
a. pendapatan asli daerah;  
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diproyeksikan sebesar Rp196.977.085.602,00 (Seratus Sembilan Puluh 
Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima 
Ribu Enam Ratus Dua Rupiah). 

3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diproyeksikan sebesar Rp974.426.548.716,00 (Sembilan Ratus Tujuh 
Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh 

Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah). 
4) Lain-lain  pendapatan  daerah  yang sah  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c diproyeksikan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah). 
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Pasal 4 

1) Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp1.209.103.634.318,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan  Milyar Seratus 
Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas 
Rupiah)   yang terdiri atas:  
a. belanja operasional;  
b. belanja modal;  
c. belanja tidak terduga; dan  
d. belanja transfer.  

2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp909.354.089.832,00 (Sembilan Ratus Sembilan 
Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu 
Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). 

3) Anggaran  belanja  modal  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp183.837.618.486,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga 
Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Belas 
Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). 

4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah). 

5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp111.911.926.000,00 (Seratus Sebelas Milyar 
Sembilan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu 
Rupiah). 
 

Pasal 5 
1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 

Rp37.700.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) 
yang terdiri atas:  
a. penerimaan pembiayaan; dan  
b. pengeluaran pembiayaan.  

2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 
(1) huruf a diproyeksikan sebesar Rp37.700.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh 
Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). 

3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00  (Nol Rupiah). 

   
Pasal 6 

1) Selisih  antara  anggaran  pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp37.700.000.000,00 (Tiga 
Puluh Tujuh  Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). 

2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp37.700.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh 
Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). 

 
Pasal 7 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
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Pj. BUPATI TAKALAR, 

 
 

SETIAWAN ASWAD 

 
Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 
 

 
Ditetapkan di Takalar 
pada tanggal 30 Desember  2022 

 
 

 
 
 

 

 

Diundangkan di Takalar 
pada tanggal  30 Desember  2022 

 

   SEKRETARIS DAERAH,  
 
 

 
 
 MUHAMMAD HASBI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 59 


